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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Salah satu program studi yang dinilai dapat mengembangkan wawasan, 

keterampilan, kecakapan dan kreativitas seorang mahasiswa untuk memasuki 

dunia kerja adalah dengan melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan. Dimana 

setiap mahasiswa yang mengikuti Kuliah Kerja Lapangan dituntut mampu 

mengembangkan dirinya sendiri untuk bersosialisasi dan mempraktekan 

secara langsung ilmu yang sudah didapatkan dari bangku kuliah ke dunia 

kerja.  

Secara garis besar seperti yang kita lihat bahwa pendidikan yang 

dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian praktek dalam 

skala kecil dengan intensitas yang terbatas, agar dapat memahami dan 

memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka 

mahasiswa tentunya perlu melakukan pelatihan kerja secara langsung di 

instansi atau lembaga ï lembaga yang berkaitan dengan program studi yang 

ditempuh.  

Mencermati perkembangan dunia kerja yang semakin kompetitif dan 

kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, telah membawa 

konsekuensi yang semakin ketat sehingga dibutuhkan rekruitmen tenaga 

kerja. Setiap lembaga pendidikan tinggi dituntut mampu menyediakan 

lulusan yang siap berkompetensi dalam dunia kerja. Salah satu upaya tersebut 

pendidikan tinggi harus memprogramkan mata kuliah kerja lapangan. 
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Kuliah kerja lapangan di program studi Manajemen STIE Enam Enam 

Kendari merupakan salah satu kegiatan yang wajib di ikuti oleh seluruh 

mahasiswa karena merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk mengambil 

mata kuliah akhir (skripsi) disemester selanjutnya.  

Dengan adanya mata Kuliah Kerja Lapangan mahasiswa dapat 

memahami dan berproses dalam dunia kerja yang sesungguhnya sebelum 

mahasiswa menyelesaikan studinya. Oleh sebab itu penulis memilih untuk 

melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 

salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh 

seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Gubernur melalui Sekretaris Daerah.  

Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan terdiri atas  beberapa 

Sekretariat ( Subag Kepegawaian, Subag Keuangan Dan Aset, Subag Umum 

Dan Humas ) dan beberapa Bidang ( Bidang Pembinaan SMA, Bidang 

Pembinaan SMK & PK-LK, Bidang Perencanaan Dan Penganggaran, Bidang 

Kebudayaan, dan Bidang GTK ). 

Berdasarkan kondisi saat ini pengelolaan administrasi umum maupun 

administrasi keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra masih 

terdapat beberapa masalah selama program KKL. Terutama masalah 

kedisiplinan seperti yang terjadi pada pengelolaan administrasi umum, dari 
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yang kami ketahui para pegawai selalu tepat waktu ketika memasuki waktu 

absen pagi dan absen kepulangan tetapi jam kerja dan istirahat para pegawai 

sangat tidak disiplin. Banyak para pegawai yang terlihat keluar kantor selagi 

jam kerja masih berjalan padahal waktu masih menunjukan pukul 09.00 pagi 

, bahkan tak sedikit dari para pegawai yang seharusnya selesai istirahat pukul 

13.00 justru masuk ke kantor lebih lambat yakni pukul 03.00 sore menjelang 

absen kepulangan. Hal itu juga disebabkan karena kurangnya perintah kerja 

dari pimpinan. Meski demikian masih ada beberapa pegawai yang masih tetap 

disiplin seperti yang kami ketahui selama masa kuliah kerja lapangan pada 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra. 

Masalah juga terjadi ketika kami berada di Sub bagian keuangan yakni 

administrasi keuangan tepatnya di bidang gaji. Dari yang kami ketahui selama 

KKL masih banyak terjadi komunikasi yang kurang baik dan kurang merata 

sehingga para pegawai Dinas Pendidikan yang ada di luar daerah dalam 

menyetor berkasnya masih terdapat surat-surat yang tidak lengkap karena 

banyak para pegawai yang masih belum mengetahui informasi berkas-berkas 

apa saja yang harus d setor dan dibawa ke kantor sehingga hal tersebut 

mengakibatkan penundaan laporan keuangan untuk dikirim ke kantor pusat 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di Jakarta. 

Berdasarkan Latar belakang yang diuraikan maka penulis mengangkat 

sebuah judul laporan Kuliah Kerja Lapangan yaitu ñ Optimalisasi 

Administrasi Umum dan Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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1.2 Tujuan 

Tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah 

memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa sebagai calon sumber daya 

manusia dimasa yang akan datang, selanjutan memberikan pengalaman dan 

wawasan kepada mahasiswa mengenai kehidupan di masyarakat maupun 

dunia kerja dan sebagai sarana mahasiswa untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan 

kepekaan terhadap perkembangan zaman. 

Adapun tujuan utama Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) pada 

Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

sebagai berikut : 

1. Melakukan Optimalisasi Administrasi Umum Kantor Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

2. Melakukan Optimalisasi Administrasi Keuangan Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1.3 Tekhnik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan tekhnik sebagai berikut : 

1. Observasi 

Yaitu pelaksanaan program kegiatan melalui Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.  
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2. Dokumentasi 

Yaitu pelaksanaan program kegiatan melalui Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.  
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BAB II  

GAMBARAN UMUM  

2.1  Sejarah Tempat Kuliah Kerja Lapangan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah 

kementerian pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang 

pendidikan anak usia dini, serta pengelolaan kebudayaan. Kementerian 

pendidikan dan kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem 

Anwar Makariem sejak 2019 hingga saat ini. Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan beberapa kali mengalami pergantian nama yaitu: 

¶ Departemen Pengajaran (1945ï1948) 

¶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1948ï1955, 1956ï1999) 

¶ Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1955ï1956) 

¶ Departemen Pendidikan Nasional (1999ï2009) 

¶ Kementerian Pendidikan Nasional (2009ï2011) 

¶ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011ïsekarang) 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pertama kali berdiri tanggal 

19 Agustus 1945, 74 tahun lalu. Organisasi kementerian yang saat itu masih 

bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Namun, 

kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri 

Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar 

Dewantara.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara
https://id.wikipedia.org/wiki/Ki_Hadjar_Dewantara
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 Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

seperti yang kita kenal ini awal pendiriannya tahun 1964, bernama kantor 

Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara. 

Perubahan pertama nomenklatur tersebut terjadi menyusul pembentukan 

daerah Sulawesi Tenggara menjadi sebuah provinsi baru berdasarkan UU NO 

13 1964 tentang perppu no 2 tahun 1964 tentang pembentukan daerah tingkat 

1 Sulawesi Tenggara. Kemudian penyebutan kantor perwakilan departemen 

pendidikan dan kebudayaan prov sultra berdasarkan keputusan mentri 

pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia no 079 tahun 1975. 

Selanjutnya telah terjadi beberapa kali perubahan yang bersifat parsial karena 

hanya menyangkut struktur organisasi dan tipe kantor ini. Tetapi sempat pula 

berubah nama menjadi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional 

pada era mentri pendidikan Yahya Muhaimin.  

 Sejalan dengan perubahan politik dalam negri pada tahun 1998, 

maka terjadilah perubahan atas UU NO 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok 

pemerintahan di daerah yakni melalui UU NO 22 tahun 1999, era ini lebih 

dikenal dengan istilah era otonomi daerah. 

 Untuk membedakan dengan daerah sebelumnya yang dikenal 

dengan daerah vertikal (otonomi terbatas). Salah satu bentuk tindak lanjut 

dari UU NO 22 /1999, adalah dengan diterbitkannya PP NO 84 tahun 2000 

tentang pedoman organisasi perangkat daerah. Atas dasar itulah Gubernur 

Sulawesi Tenggara bersama DPRD Prov SULTRA menetapkan peraturan 

daerah tentang organisasi perangkat daerah Sulawesi Tenggara melalui 
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PERDA NO 5 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah 

Sulawesi Tenggara inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pembentukan 

sekaligus sebagai perubahan nama Kanwil Dep Dikbud Prov SULTRA 

menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dan 

kemudian menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 

sampai 2012 kemudian kembali menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Sulawes Tenggara pada tahun 2013 sampai sekarang. 

 Perubahan dari era vertikal ke era otonomi yang ditandai dengan 

perubahan dari Kanwil Dep Dikbud menjadi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan pada bulan 17 Februari 2001 telah berdampak secara 

fundamental pada bahan kerja tupoksi dan skop wilayah kewenangan kantor 

ini. Garis komando secara vertikal dalam hubungan antara Provinsi dan 

Kab/Kotamadya/Kecamatan dan sekolah pada era orde baru, menjadi garis 

hubungan koordinatif pada era revormasi. Keadaan ini membawa akibat pada 

berkurangnya beban kerja PNS (Pegawai Negri Sipil) dilingkungan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat peralihan 

ke era otonomi sebanyak 500 orang.  

2.2    Profil Kantor  KKL  

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 

salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara yang berdiri tahun 1964 dan merupakan unsur pelaksana otonomi 

daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.  
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Sejak terbentuknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Sulawesi Tenggara, telah mengalami pergantian Kepala Dinas adalah sebagai 

berikut: 

No Nama Periode 

1 (Alm) Nurdin Dg Magassing 
Periode 1 Juni 1965- 31 Maret 

1979 

2 (Alm) Drs. H. Safena Mustarim 
Periode 1 Juni 1979- 15 Maret 

1983  

3 (Alm) Drs. Sugito Sumodiharjo 
Periode 16 Februari 1983- 8 

Agustus 1989 

4 (ALM) Zua Vasihu, B.A 
Periode 9 Agustus 1989- 21 Juli 

1991 

5 Drs. H Andi Amin Rauf 
Periode 22 Juli 1991 ï 18 Maret 

1993 

6 Drs. H. J.A Rachman 
Periode 19 Maret 1993-14 

Februari 1998 

7 Drs. H. Abdul Kadir Gani, M.Sc 
Periode 15 Februari 1998- 25 

Februari 2001 

8 Drs. Rahimin Katjong, M.Ed 
Periode 27 Februari 2001- 27 

Maret 2004 

9 Drs. H. Zalili Sailan, M.Pd 
Periode 27 Maret 2004- 27 

Desember 2006 

10 Drs. H. La Ora, M.Pd 
Periode 28 Desember 2006- 

Agustus 2007 

11 Drs. H. Zalili Sailan, M.Pd 
Periode Agustus 2007- Februari 

2018 

12 Drs. H. Samudra Wasirih, M.Si Periode Februari 2008- 2009 

13 Drs. H, Damsid, M.Si Periode Mei 2009- 2018 

14 Drs. Asrun Lio, M.Hum, Ph.D Oktober 2018- sekarang 
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2.2.1  Sarana Dan Prasarana 

Keadaan lingkungan fisik dan sosial pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya sudah baik, dengan 

sarana dan prasarana yang cukup menunjang yaitu dengan tersedianya 

fasilitas-fasilitas yang mendukung kelancaran aktivitas dan kenyamanan bagi 

pegawai kantor dan pengunjung. Fasilitas tersebut antara lain :  

1) Komputer 

2) Printer 

3) Scanner 

4) Meja dan kursi 

5) AC 

6) Gedung  

7) Aula 

8) Sarana ibadah ( Mushallah ) 

9) Toilet Umum 

 

2.2.2 Sumber Daya Manusia  

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, jumlah pegawai Kantor 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 

sebagai berikut :  

1) Kepala Kantor (Eselon II/a)         : 1 Orang  

2) Kepala UPTD (Eselon III)          : 3 Orang  

3) Kepala Cabang Dinas (Eselon III )      : 12 Orang  

4) Kepala Bidang (Eselon III)         : 6 Orang  

5) Kepala Seksi (Eselon IV)                    : 40 Orang 

6) Staf Pegawai Negri Sipil (PNS)          : 313 Orang 

 

2.3 Struktur Organisasi 
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2.4    Fungsi dan Tugas 

2.4.1  Fungsi-Fungsi 

1.      Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan prov Sultra 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan Kebijakan teknis dan operasional di bidang 

pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangan: 

2) Penyelenggaraan   urusan   pemerintahan   dan   pelayanan   umu

m di   bidang pendidikan dan kebudayaan 

3) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis 

opersional program pendidikan dan kebudayaan antar 

kabupaten/kota dalam daerah 

4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

tugas dan fungsi dinas 

2.      Fungsi Sekretaris  

Dalam melaksanakan tugas poko sekretariat mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan koordinasi perencanaan/penyusunan rencana 

program dan kegiatan pada sekretaris 

2) Pelaksanaan urusan perencanaan/penyusunan program 

sekretariat; 

3) Pelaksanaan urusan perlengkapan kantor; 

4) Pelaksanaan administrasi keuangan; 

5) Pelaksanaanurusan keprotokoleran, humas, dan rumah tangga; 
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6) Pelaksanaan urusan barang milik daerah; 

7) Pelaksanaan administrasi kepegawaian; 

8) Pelaksanaan urusan hukum dan perudang-undangan; 

9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan; 

10) Pelasanaan urusan organisasi dan tatalaksana, dokumentasi 

perundang-undangan, serta analisis jabatan; 

11) Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

sekretariat; 

12) Pelasanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsi. 

Sekretariat Membawahi : 

1) Sub Bagian Kepegawaian 

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset 

3) Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat. 

3.  Fungsi Bidang Perencanaan & Penganggaran 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas 

bidang perencanaan dan penganggaran mempunyai fungsi sebagai 

berikut : 

1) Menyusun rencana program dan kegaiatan bidang; 

2) Pengkoordinasian penyusunan rencana program, kegiatan, dan 

anggaran dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

3) Penyusunan rencana strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai 

dengan perencanaan strategis pendidikan dan kebudayaan 
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nasional dan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 

provinsi; 

4) Pengkoordinasian, dan penyusunan laporan pelaksanaan 

program/kegiatan dinas; 

5) Pemberian pelayanan teknis di bidang perencanaan dan 

penganggaran; 

6) Pelaporan dan evaluasi pelasanaan program dan kegiatan bidang; 

7) Pengkordinasian pelaksanaan pendataan pendidikan dan 

kebudayaan; 

8) Pengkoordinasian dan singkronisasi kebijakan operasional dan 

program pendidikan dan kebudayaan antar kabupaten/kota dalam 

provinsi; 

9) Pelaksanaan dan/atau fasilitasi penyelenggaraan tugas 

pembantuan di bidang pendidikan dasar, PAUDNI, dan 

kebudayaan; 

10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dari program dan kegiatan 

dinas; 

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Perencanaan dan Penganggaran membawahi : 

1. Seksi Penyusunan Rencana Program dan Penganggaran; 

2. Seksi Pendataan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; 

3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. 
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4. Fungsi Bidang Pembinaan SMA 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas mempunyai fungsi: 

1) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kelembangaan dan 

sarana prasarana; 

2) Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang; 

3) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian seksi-seksi; 

4) Pelaksanaan koordinasi atas pembangunan dan pengelolaan 

penyelenggaraan sosialisasi dan pengembangan kerangka dasar 

dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Atas; 

5) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan mutu kesiswaan dan 

pendidikan karakter; 

6) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan, 

Ujian Nasional, Ujian Sekolah, dan kegiatan akreditasi Sekolah 

Menengah Atas; 

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas terdiri atas : 

1) Seksi Kurikulum dan Penilaian; 

2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; 

3) Seksi Kesiswaan dan Pendidikan Karakter. 
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5. Fungsi Bidang Pembinaan SMK & PK-LK  

Dalam Melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus-Layanan Khusus 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang; 

2) Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian seksi-seksi; 

3) Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang 

4) Pelaksanaan koordinasi atas pembangunan, dan pengelolaan 

/penyelenggaraan sosialisasi dan pengembangan kerangka dasar 

dan struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan; 

5) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kelembagaan dan 

sarana prasarana; 

6) Pelaksanaan pembinaan dan engembangan lomba-lomba sains, 

olahraga, seni, kompetensi siswa, dan pendidikan karakter; 

7) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan 

Ujian Nasional, Ujian Sekolah, Ujian Kompetensi Kejuruan, serta 

kegiatan akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan; 

8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan 

Khusu-Layanan Khusus, terdiri dari: 

1) Seksi kurikulum dan penilaian; 
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2) Seksi kelembagaan dan sarana prasarana; 

3) Seksi Kesiswaan dan Pendidikan Karakter. 

6. Bidang GTK 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Guru dan 

Ketenagaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

1) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data guru dan tenaga 

teknis kebudayaan, penyajian dan pelayanan informasi data guru-

guru dan tenaga fungsional lain pada pendidikan menengah, 

pendidikan khusus-layanan khusus, dan tenaga teknis 

kebudayaan; 

2) Penyiapan bahan dan penyusunan formasi, kebutuhan, dan seleksi 

guru-guru dan tenaga fungsional lain pada pendidikan menengah, 

pendidikan khusus-layanan khusus, dan tenaga teknis 

kebudayaan; 

3) Penyiapan bahan untuk proses mutasi kepangkatan, mutasi status 

alih fungsi, alih jenis mutasi penetapan lintas kabupaten/kota 

dalam satu provinsi; 

4) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan karir 

dan kesejahteraan guru-guru dan tenaga fungsional lain 

pendidikan menengah, pendidikan khusus dan layanan khusus, 

dan tenaga kebudayaan 
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5) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan, pengembangan 

kemampuan profesionalisme guru-guru dan tenaga fungsional 

lain pada pendidikan menengah, pendidikan khusus-layanan 

khusus, dan tenaga teknis kebudayaan; 

6) Pelayanan administrasi kepegawaian/angka kredit jabatan 

fungsional guru-guru dan tenaga fungsional lain pendidikan 

menengah, pendidikan khusus-layana khusus, dan tenaga 

kebudayaan; 

7) Pelaksanaan urusan ketataushaan guru dan tenaga teknis lainnya; 

8) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi 

kegiatan kebudayaan skala provinsi; 

9) Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang; 

10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Pembinaan Guru dan Ketenagaan terdiri atas: 

1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kepndidikan Sekolah Menengah 

Atas. 

2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menegah 

Kejuruan. 

3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusu-

Layanan Khusus dan Tenaga Kebudayaan. 
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7. Bidang Kebudayaan 

Dalam melaksanakan tugas, bidang kebudayaan 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan 

kebudayaan; 

2) Pelaksanaan koordinasi kebudayaan dengan stakeholder 

kebudayaan pada dinas kabupaten/kota dalam daerah, pada 

perguruan tinggi dan masyarakat; 

3) Pelaksanaan koordinasi atas kegiatan tugas pembantuan bidang 

kebudayaan skala provinsi; 

4) Pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan 

pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan museum dan cagar 

budaya skala provinsi; 

5) Pelaksanaan koordinasi atas pembinaan, pembangunan, dan 

pengelolaan/penyelenggaraan kegiatan museum dan cagar 

budaya skala provinsi; 

6) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi 

kegiatan kebudayaan skala provinsi; 

7) Pelaksanaan fasilitasi kebutuhan sarana prasarana budaya, 

sejarah, dan kesenian skala provinsi; 

8) Pelaksanaan koordinasi atas pengelolaan kegiatan kesenian; 

9) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber 

daya seni skala provinsi; 
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10) Pelaksanaan pendataan kebudayaan, sejarah dan kesenian skala 

provinsi; 

11) Pelaporan dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 

bidang; 

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Kebudayaan, terdiri atas: 

1) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman; 

2) Seksi Sejarah dan Tradisi 

3) Seksi Kesenian 

8. UPTD Dinas 

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana teknis 

opersional dan/atau teknis penunjang tertentu. Kepala unit pelaksana 

teknis dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Terdiri dari : 

1) Tata Usaha 

2) Kelompok Jabatan Fungsional 

2.4.2. Tugas 

Tugas dalam setiap bidang/bagian kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Prov Sulawesi Tenggara yaitu: 

1. Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Sultra 
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Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 

nomor 13 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Provinsi Sulawesi Tenggara, didalamnya 

menyebutkan bahwa ñDinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 

tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang 

pendidikan dan kebudayaan.ò 

2. Tugas Sekretaris 

Tugas pokok dari bidang Sekretaris yaitu merencanakan, 

menyusun, melaksanakan, membina tugas-tugas kebijakan taktis di 

bidang pelayanan administratif, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 

inventarisasi aset, ketatausahaan, protokol, humas, rumah tangga, 

organisasi dan ketatalaksana, analisa jabatan, dokumentasi peraturan 

perundang-undangan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-

tugas bidang secara terpadu. 

3. Tugas Bidang Perencanaan dan Penganggaran 

Tugas Pokok dari bidang perencanaan dan penganggaran in yaitu  

mengkoordinasikan rencana, program, kegiatan, anggaran, menyusun, 

mengevaluasi dan melaporkan pelasanaan program kerja, menyusun 

dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan program kerja dan 

anggaran dinas, mengsinkronkan kebijakan operasional serta program 

pendidikan dan kebudayaan antar kabupaten/kota dalam Daerah, 

menyusun perencanaan strategis dinas, menyusun rencana kerja 
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tahunan dinas, menyusun rencana kerja dan anggaran dinas, 

penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang 

pendidikan dan kebudayaan, memberikan layanan teknis dibidang 

perencanaan, melakukan kegiatan pendataan pendidikan dan 

kebudayaan. 

4. Tugas Bidang Pembinaan SMA 

Tugas pokok dari bidang pembinaan SMA yaitu merencanakan, 

mengkoordinasikan, menyelenggarakan fasilitas kebutuhan kurikulum, 

penilaian, kelembaggaan, sarana prasarana, kesiswaan, dan pendidikan 

karakter. 

5. Tugas Bidang Pembinaan SMK PK-LK  

Tugas pokok dari bidang pembinaan SMK PK-LK ini yaitu 

merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan 

melaksanakan fasilitasi kebutuhan kurikulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, kesiswaan dan pendidikan karakter. 

6. Tugas Bidang Kebudayaan 

Tugas pokok dari bidang kebudayaan yaitu menyusun kebijakan 

taktis dalam merencanakan, mengkoordinasikan, menyeenggarakan 

manajemen taktial di bidang upaya perlindungan, pelestarian, dan 

pemanfaatan warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda, 

program/kegiatan cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi, 

serta kegiatan kesenian, pembentukan tim ahli cagar budaya skala 

provinsi, pendataan kebudayaan, pengembangan pendidikan karakter 
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bangsa, pengembangan kompetensi dan sumberdaya seni, penyediaan 

kebutuhan sarana prasarana budaya, sejarah, dan kesenian. 

7. Tugas Bidang Guru dan Ketenagakerjaan (GTK) 

Tugas pokok dari Bidang Guru dan Ketenagakerjaan ini yaitu 

menyusun kebijakan teknis dan operasional di bidang pencapaian 

standar pendidik dan tenaga kependidikan/kebudayaan, penyusunan 

formasi kebutuhan tenaga guru dan kebudayaan, pembinaan disiplin 

aparatur sipil negara dan tenaga teknis kebudayaan, pemindahan dan 

pemerataan guru, koordinasi peningkatan kesejahteraan guru, 

pengelolaan angka kredit jabatan fungsional guru dan tenaga 

kependidikan lainnya, koordinasi pembinaan karir tenaga guru dan 

kebudayaan, koordinasi pengembangan kemampuan kompetensi 

profesionalsime serta pelayanan administrasi kepegawaian kepada 

guru-guru dan tenaga teknis pendidikan dan kebudayaan. 

2.4.3  Visi dan Misi  

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tenggara 

memiliki visi dan misi yaitu: 

Visi: Terwujudnya Sulawesi Tenggara Yang  Aman,  Maju,  Sejahtera,  dan 

Bermartabat. 

Misi: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan 

aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, 

lingkungan, politik, serta iman dan taqwa. 
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2.4.4   Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

No. Tujuan  Sasaran Strategi Kebijakan 

1 

Meningkatkan 

Akses 

Kualitas dan 

Tata Kelola 

Pendidikan 

Meningkatkan 

Akses 

Pendidikan 

Peningkatan 

dan 

Pemerataan 

Akses 

Pendidikan 

Meningkatkan 

Tampung Ruang 

Belajar 

Meningkatkan 

Kualitas Sarana dan 

Prasarana 

Pendidikan 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pendidikan 

Peningkatan 

dan 

Pemerataan 

Kualtas 

Meningkatkan 

Pembinaan dan 

Pengembangan 

Pembelajaran 

Sekolah 

Meningkatkan 

Akreditasi 

Pendidikan 

Menengah 

Meningkatkan 

Prestasi Siswa dan 

Sekolah 

Meningkatkan 

Kualitas Tenaga 

Pendidik dan 

Kependidikan 

Meningkatkan 

Tata kelola 

Pendidikan 

Peningkatkan 

Tata Kelola 

dan 

Akuntabilitas 

Publik 

Meningkatkan 

Pengelolaan 

Administrasi dan 

Manajemen 

Pelayanan 

Pendidikan 

2 

Meningkatkan 

Penguatan 

Kearifan 

Lokal 

Menguatnya 

Budaya dan 

Tradisi Lokal 

Penguatan 

Budaya dan 

Tradisi Lokal 

Menguatkan Budaya 

dan Tradisi Lokal 
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BAB III  

LAPORAN KEGIATAN  

3.1.  Rencana Program KKL  

1. Program Optimalisasi Administrasi Umum Pada Kantor Dinas 

Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

2. Program Optimalisasi Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas 

Pendidikan Dan Provinsi Sulawesi Tenggara 

3.2. Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan program KKL dari rencana program KKL kami yaitu : 

1. Optimalisasi Administrasi Umum Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1) Pengisian nomer surat  disposisi kedalam buku Agenda 

2) Mengantarkan surat disposisi dari sub bagian Humas kebidang 

SMA, SMK, Perencanaan, Kepegawaian, Kadis 

3) Menginput daftar nama pegawai Subbag Humas dari daftar 

pegawai Dikbud Sultra kedalam E-Lapkin (Laporan Kinerja 

Secara Elektronik) 

4) Mengetik surat balasan terkait izin penelitian pada Kantor 

DisDikbud Sultra 

5) Merekap Biodata para peserta Rakor 

6) Rapat pembagian tugas untuk pelaksanaan Rakor 

7) Penerimaan para peserta Rakor 

8) Mengecek dan menandatangi biodata peserta Rakor 
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9) Penerimaan surat tugas, perjanjian kinerja serta SPPD dari para 

kepala 

10) Pengecekan ulang biodata peserta rakor 

11) Penomoran surat izin pegawai DisDikBud Sultra 

12) Pengecekan dokumen SOP Sultra 

13) Mengantar dokumen SOP ke ruangan KADIS 

14) Mengantar dokumen laporan kegiatan rapat kerja ke ruangan 

Kadis Perencanaan 

15) Menstempel laporan kegiatan rapat kerja 

16) Pengetikan format surat izin pegawai 

17) mengantaran dokumen yang akan di beri nomor keluar ke 

ruangan Humas 

18) Pengecekan dokumen usulan bantuan para kepala sekolah Kab. 

Muna 

19) Mengantar surat izin pegawai ke ruangan Humas untuk diberi 

penomoran 

20) Menstempel SOP 

21) Penandatangan dokumen SOP di ruangan KADIS 

22) Menstempel SPPD 

2. Optimalisasi Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1) Menerima sekaligus  penanggalan untuk setiap SK KGB dan surat 

kenaikan pangkat yang masuk 
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2) Rekapitulasi perubahan gaji pegawai (PNS) DisDikBud Sultra 

3) Mencetak mutasi gaji pegawai (PNS) DisDikBud Sultra 

4) Melakukan banding gaji pegawai di sistem Simgaji DisDikBud 

Sultra 

5) Input data gaji pegawai dari hasil printout kedalam Sistem 

Simgaji DisDikBud Sultra 

3.3.  Indikator Capaian  

Indikator capaian adalah proses capaian penyelesaian permasalahan 

dari kegiatan KKL yang dilakukan selama KKL dilakukan masih terdapat 

beberapa kegiatan KKL yang masih menyisahkan masalah. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel indikator capaian berikut: 

Tabel 3.1 Indikator Capaian 

NO Program Kerja  
Jumlah 

Kegiatan 

Jumlah 

Kegiatan yang 

terealisasi 

Capaian (%)  

1 Program Optimalisasi 

Administrasi Umum 

22 16 

(16/22) x 100% 

= 73% 

2 Program Optimalisasi 

Pengelolaan Keuangan 

7 5 

(5/7) x 100% 

=72% 

  

Berdasarkan dari tabel indikator pencapaian dari kegiatan KKL yang 

dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra dimana 

terdiri dari 2 jenis program kerja yaitu: 

1. Optimalisasi Administrasi Umum pada Kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 
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Indikator capaian pelaksanaan program kerja Optimalisasi 

Administrasi Umum pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Sulawesi Tenggara tercapai sebesar 73% dari keseluruhan 

jenis kegiatan yang telah terselesaikan dan selebihnya 27% masih 

menyisakan masalah yaitu pada kegiatan: 1) Mengantarkan surat dari 

Subbag Humas ke bidang SMA, Perencanaan, dan subag kepegawaian, 

2) Penginputan data pegawai dari daftar pegawai ID PNS E-Lapkin 

Humas, 3) Mengetik surat lanjutan atau balasan terkait izin penelitian 

pada Kantor Dikbud Prov Sultra, 4), Rapat pembagian tugas untuk 

pelaksanaan rakor 5) Pengecekan dan paraf biodata peserta rakor, 6) 

Penerimaan surat tugas, perjanjian kinerja serta SPPD dari kepala 

Sekolah. 

2. Optimalisas Administrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

Indikator capaian pelaksanaan program kerja optimalisasi 

administrasi keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov 

Sultra tercapai sebesar 72% dari keseluruhan jenis kegiatan yang telah 

terselesaikan dan selebihnya 38% masih menyisakan masalah yaitu 

pada kegiatan:  Input data gaji pegawai dari hasil printout kedalam 

Sistem SimGaji Dikbud Sultra dan Menerima SK perubahan gaji 

pegawai 
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3.4.  Permasalahan Yang Dihadapi 

1. Optimalisasi Administrasi Umum Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1) Pada saat pengantaran surat disposisi, salah satu pegawai pada 

bidang SMA salah  dalam menempatkan Parafnya 

2) Pada saat menginput nama pegawai subbag humas kedalam E-

Lapkin, ada beberapa nama yang belum terdaftar pada sistem 

Dikbud Sultra (pegawai baru) 

3) Pada saat pembuatan surat balasan terkait izin penelitian kop 

surat tidak sesuai dengan prosedur Dikbud 

4) Pada saat pembagian tugas terdapat beberapa pegawai yang 

tidak megikuti rapat 

5) Dalam kegiatan Rakor ada beberapa peserta yang belum 

melakukan pengisian biodata secara online 

6) Beberapa kepala sekolah pada saat kegiatan Rakor tidak 

menyetorkan perjanjian kinerja mereka karena tidak memahami 

tata caranya. 

2. Optimalisasi Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Pendidikan 

Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1) Pada saat penginputan data gaji pegawai  terdapat beberapa SK 

perubahan gaji pegawai yang tidak berurut 

2) Terdapat beberapa berkas SK perubahan gaji pegawai belum 

memiliki stempel basah dari SubBag Kepegawaian 
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3) Terdapat beberapa berkas SK perubahan gaji pegawai dan 

kenaikan pangkat yang tidak lengkap 

3.5.  Alternatif Pemecahan Masalah 

1. Optimalisasi Administrasi Umum Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1) Ketika terjadi kesalahan dalam penempatan paraf, maka 

dilakukan paraf ulang pada di bidang yang bersangkutan yaitu 

bidang SMA 

2) Melakukan penginputan secara manual dari daftar hadir 

3) melakukan perbaikan pada Kop surat agar sesuai dengan prosedur 

DisDikBud 

4) Tugas dari pegawai yang tidak mengikuti rapat di ambil alih oleh 

pegawai lainnya 

5) Membantu peserta yang belum melakukan pengisian biodata 

secara online 

6) Mengarahkan para kepala sekolah yang tidak melengkapi surat 

perjanjian kinerja ke panitia untuk menyelesaikan pengisian surat 

tersebut 

2. Optimalisasi Administrasi Keuangan pada kantor Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1) Melakukan perbaikan penyusunan SK perubahan gaji pegawai 

yang akan di input 
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2) Mengembalikan Berkas SK kepada pegawai yang bersangkutan 

untuk meminta stempel basah ke SubBag Kepegawaian 

3) Mengembalikan SK kepada pegawai yang bersangkutan untuk 

dilengkapi dahulu sebelum disetorkan kembali 

3.6. Usulan Pengembangan 

1. Optimalisasi Administrasi Umum Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1) Para pegawai harus lebih teliti lagi saat hendak mengisi paraf 

pada kolom tanda tangan yang telah disediakan 

2) Data diri pegawai baru harus cepat diinput kedalam sistem 

bersamaan dengan hari pertama kali mereka masuk  

3) Seharusnya para pegawai membuat sekaligus menyediakan file 

yang berisikan format Kop surat  yang sesuai dengan prosedur 

DisDikBud 

4) Diharapkan para pegawai harus lebih disiplin 

5) Para pesrta seharusnya mengecek terlebih dahulu kelengkapan 

administrasi 

6) Para panitia harus memberikan arahan dalam pengisian berkas 

kepada para kepala sekolah 

2. Optimalisasi Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provnsi Sulawesi Tenggara 

1) Seharusnya para pegawai lebih memperhatikan penyusunan 

urutan SK 
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2) Pegawai pada SubBag Kepegawaian baiknya selalu memeriksa 

sekaligus melakukan stempel basah pada berkas SK perubahan 

gaji pegawai sebelum disetor ke SubBag Keuangan 

3) Memberikan arahan kepada subbag kepegawaian agar setiap 

pegawai yang akan menyetor SK, baiknya lebih diteliti lagi dalam 

melengkapi berkas-berkas yang akan disetor agar tidak terjadi 

penundaan perubahan gaji 

3.7. Kajian Empiris 

Kajian empiris yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Kuliah 

Kerja Lapangan yang mengangkat tema Pendampingan Optimalisasi 

Administrasi Umum dan Keuangan adalah kajian yang telah dilakukan oleh 

para peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

Menurut Depdikbud (1995, h. 628) Optimalisasi berasal dari kata 

optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses 

meninggikan atau meningkatkan ketercapaian dari tujuan yang diharapkan 

sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.  

Menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014:23) Pengertian Optimalisasi 

adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi 

merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisienò. 

Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan 

dapat dipenuhi dari kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan. 

Soewarno Handayaningrat Mengatakan ñAdministrasi secara sempit 

berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-
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mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, keti-mengetik, agenda dan 

sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaanò (1988:2). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan administrasi dalam arti sempit 

merupakan kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, 

surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang 

dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah 

memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. 

The Liang Gie Mengatakan ñAdministrasi secara luas adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu 

kerjasama untuk mencapai tujuan tertentuò (1980:9) 

Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan pemerintah Republik 

Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: 

ñPengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan 

pengawasan keuangan daerahò 

Dalam Penelitian yang dilakukan Jafar Abdurrahman Dosen STIA 

Iskandar Banda Aceh dalam Judul ñSistem Pengelolaan Administrasi dan 

Keuangan di Kantor Pemerintahanò menyimpulkan bahwa : Sistem 

pengelolaan kinerja administrasi dan keuangan dalam sebuah perkantoran 

memerlukan sebuah aturan yang dapat meningkatkan kualitas kinerja yang 

lebih efektif. bahkan administrasi juga dapat diartikan sebagai perencanaan, 

pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta 
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penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Jadi dengan adanya Optimalisasi Administrasi Umum dalam suatu 

instansi akan lebih mempermudah untuk mengevaluasi ataupun mengambil 

sebuah keputusan. Karena kinerja yang dibutuhkan adalah kecermatan, 

ketegasan dan ketertiban dalam mengatur segala bidang yang berkaitan 

dengan pencatatan dan penyusunan yang berkaitan dengan catatan pada 

perkantoran tersebut 

Sedangkan pada Administrasi pengelolaan sistem keuangan diperlukan 

sebuah kinerja yang berkualitas dalam bidang mengatur keuangan yang ada 

dalam perkantoran tersebut. Karena setiap hal yang berhubungan maupun 

berkaitan dengan keuangan memerlukan kinerja yang memiliki ketelitian dan 

kecermatan. Sehingga keuangan dalam perkantoran dapat diatur dengan baik. 

Hubungan antara administrasi dan keuangan sangat berkaitan karena segala 

pengeluaran dan pemasukan keuangan memerlukan administrasi yang rinci. 

Karena dengan adanya administrasi sistem pengeluaran dan pemasukan 

keuangan akan tercatat dengan benar. Sehingga tidak terjadinya kesalahan 

dalam sistem perhitungan keuangan tersebut. 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1    Kesimpulan 

Setelah melakukan Kuliah Kerja Lapangan pada Kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat kami 

simpulkan bahwa: 

1. Optimalisasi Administrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami lakukan sudah 

terlaksana dengan baik, dengan capaian sebesar 73%. Meskipun 

demikian masih menyisakan beberapa persoalan yang belum 

terselesaikan 

2. Optimalisasi Administrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang kami lakukan terlaksa 

dengan baik, dengan capaian sebesar 72%. Meskipun demikian masih 

menyisakan beberapa persoalan yang belum terselesaikan 

4.2    Saran 

Berdasarkan atas kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, adapun saran 

yang kami usulkan dalam laporan ini, adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi Administrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1) Para pegawai harus lebih teliti lagi saat hendak mengisi paraf 

pada kolom tanda tangan yang telah disediakan 
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2) Untuk para pegawai sebaiknya penginputan nama pegawai, 

secepatnya dilakukan bersamaan dengan masuknya pegawai baru 

tersebut 

3) Sebaiknya pegawai selalu menyediakan contoh/format KOP surat 

yang sudah sesuai dengan prosedur untuk setiap komputer di 

kantor 

4) Diharapkan para pegawai harus lebih disiplin 

5) Untuk para peserta yang mengikuti kegiatan sebaiknya selalu 

diingatkan atau diberikan penjelasan kedepannya untuk selalu 

mengecek terlebih dahulu kelengkapan administrasi 

6) Para panitia harus memberikan arahan dalam pengisian berkas 

kepada para kepala sekolah 

2. Optimalisasi Administrasi Keuangan pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara 

1) Seharusnya para pegawai lebih memperhatikan penyusunan 

urutan SK 

2) Memberi arahan kepada SubBag Kepegawaian agar setiap 

pegawai yang akan menyetor SK, baiknya lebih teliti lagi dalam 

melengkapi berkas berkas yang akan di setor agar tidak terjadi 

penundaan perubahan gaji 

3) Pegawai pada SubBag Kepegawaian baiknya selalu memeriksa 

sekaligus melakukan stempel basah pada berkas SK perubahan 

gaji pegawai sebelum disetor ke SubBag Keuangan 
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